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ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara memunculkan polemik fundamental dalam tata kelola
sumber daya alam di Indonesia. Regulasi ini dinilai problematik karena proses
pembentukannya yang Kkilat serta substansinya yang memberikan privilese
perizinan kepada entitas baru seperti organisasi kemasyarakatan dan perguruan
tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar problematika tersebut dengan
membedah konfigurasi politik hukum di balik pembentukannya, menganalisis
implikasi sosio-ekologis yang ditimbulkannya, serta meninjau validitas moralnya
dalam perspektif hukum Islam. Pokok masalah difokuskan pada tiga aspek:
problematika konfigurasi politik hukum, implikasi hegemoni dan dampak
lingkungan, serta tinjauan kritis Magashid Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-
analitis. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
historis. Data dianalisis menggunakan tiga pisau teori: Teori Politik Hukum Mahfud
MD untuk membedah proses legislasi, Teori Ekologi Politik untuk menyingkap
relasi kuasa, dan Teori Sistem Magashid Syariah Jasser Auda untuk menguji
moralitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, proses
pembentukan UU No. 2 Tahun 2025 mencerminkan otoritarianisme politik hukum
yang menghasilkan produk hukum berkarakter ortodoks. Dominasi eksekutif dan
pembungkaman partisipasi publik menjadikan hukum sekadar instrumen kekuasaan
(law as a tool of political power). Kedua, kebijakan prioritas izin bagi ormas dan
pelibatan kampus menciptakan hegemoni aktor melalui politik kooptasi, yang
berimplikasi pada marjinalisasi masyarakat lokal dan eskalasi konflik horizontal.
Ketiga, dalam perspektif Magashid Syariah, undang-undang ini mengalami
disorientasi tujuan dan dinilai cacat moral. Absennya mekanisme lelang melanggar
prinsip keadilan (al- ‘adalah), sementara pelibatan lembaga agama dan pendidikan
dalam bisnis ekstraktif mengancam integritas akal (hifz al-agl) dan marwah agama
(hifz ad-din), sehingga gagal mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah
ammah).

Kata Kunci: Problematika UU Minerba, Politik Hukum Otoriter, Ekologi Politik,
Magashid Syariah, Keadilan Sosio-Ekologis.



ABSTRACT

The enactment of Law Number 2 of 2025 concerning Mineral and Coal Mining has
sparked fundamental polemics in natural resource governance in Indonesia. This
regulation is considered problematic due to its expedited formation process and its
substance, which grants licensing privileges to new entities such as civil society
organizations (CSOs) and universities. This study aims to uncover these problems
by dissecting the legal political configuration behind its formation, analyzing the
socio-ecological implications it causes, and reviewing its moral validity from the
perspective of Islamic law. The research focuses on three aspects: the problematic
configuration of legal politics, the implications of hegemony and environmental
impact, and a critical review of Magashid Shariah.

This study is a normative legal research with a descriptive-analytical nature. The
author employs statute, conceptual, and historical approaches. Data were analyzed
using three theoretical frameworks: Mahfud MD's Legal Policy Theory to dissect
the legislative process, Political Ecology Theory to uncover power relations, and
Jasser Auda's Magashid Shariah Systems Theory to test legal morality.

The results indicate three main findings. First, the formation process of Law No. 2
of 2025 reflects political authoritarianism which produces an orthodox legal
product. Executive dominance and the suppression of public participation have
turned the law into a mere instrument of power (law as a tool of political power).
Second, the priority licensing policy for CSOs and the involvement of universities
create actor hegemony through co-optation politics, which implies the
marginalization of local communities and the escalation of horizontal conflicts.
Third, from the perspective of Magashid Shariah, this law suffers from
disorientation of purpose and is considered morally flawed. The absence of an
auction mechanism violates the principle of justice (al-‘adalah), while the
involvement of religious and educational institutions in extractive businesses
threatens intellectual integrity (hifz al-agl) and religious dignity (hifz ad-din), thus
failing to realize the public good (maslahah ammah).

Keywords: Mining Law Problematics, Authoritarian Legal Politics, Political
Ecology, Magashid Shariah, Socio-Ecological Justice.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia merupakan pilar
ekonomi vital yang menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara
dan penciptaan lapangan kerja. Pengelolaan sumber daya alam khususnya
sektor pertambangan mineral dan batubara sejatinya merupaka
manifestasikedaulatan negara yang diamanatkan secara tegas dalam pasal
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bahwa kekayaan alam "dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Konsep "dikuasai oleh negara™ ini meletakan pemerintah sebagai
regulator sekaligus fasilitator yang wajib menjamin bahwa setiap jengkal
aktivitas ekstraktif harus bermuara pada kesejahteraan umum, bukan
sekedar akumulasi profit bagi segelintir kelompok elit. Pemerintah juga
berfungsi dalam hal pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan
dalam kegiatan pertambangan.? Implementasi amanat ini dalam legislasi
mencerminkan politik hukum negara dalam mencapai tujuan politik dan

ekonomi.

!Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

2Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, him. 3.



Sejarah regulasi pertambangan di Indonesia menunjukkan upaya
menyeimbangkan berbagai kepentingan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2009) yang
membawa semangat desentralisasi hadir sebagai reformasi tata kelola,
mengusung filosofi kepentingan nasional, partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, serta prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Namun implementasinya menghadapi kendala seperti tumpang
tindih perizinan dan konflik sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
terkait kewenangan pengelolaan sumber daya alam turut mendorong
penyesuaian regulasi.®> Menanggapi hal tersebut, lahirlah Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba 2020) yang mengalihkan kewenangan
penerbitan izin pertambangan secara penuh kepada pemerintah pusat.*

Kebijakan sentralisasi ini meskipun diklaim untuk memudahkan
investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menimbulkan
kontroversi karena dianggap menihilkan peran pemerintah daerah.® Politik

hukum di balik UU No. 3 Tahun 2020 menunjukkan agenda sentralisasi

3 DPR RI ,“Proses Penyusunan Hingga Pembahasan Ruu Perubahan Atas Uu No 4 Tahun

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,"https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K7-RJ-

20200515-103121-1462.pdf, akses 2 juli 2025.

4 Putri Rika Wulandari, Helmi Muhammad Fahrozi, “Politik Hukum Pengalihan Izin

Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah,” SALAM: Jurnal
Sosial dan Budaya Syar-1 Vol. 8 No. 1 (2021), him. 192.

® Ibid , him. 202.


https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf
https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf

kewenangan yang lebih luas, berisiko mengurangi partisipasi masyarakat
lokal dan meningkatkan kerusakan lingkungan.®

Dinamika politik hukum terus berlanjut dengan cepat. Pemerintah
dan DPR kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2025) pada 19
Maret 2025. Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2025 ini tidak sekadar menjadi
payung hukum baru yang membawa perubahan fundamental pada skema
perizinan, subjek pengelola tambang, dan peran institusi melainkan juga
membawa serangkaian problematika yang memicu perdebatan luas di
kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga pegiat lingkungan.

Perubahan ini didorong oleh tindak lanjut Putusan MK, agenda
hilirisasi dan industrialisasi, serta dorongan pemerataan ekonomi dengan
memperluas subjek penerima izin kepada koperasi, UMKM, dan ormas
keagamaan, serta pendanaan perguruan tinggi.” Namun proses legislasi dan
substansi UU Minerba 2025 segera menuai kontroversi luas dari masyarakat
sipil. Kritik utama berpusat pada prosesnya yang dinilai cepat dan kurang
transparan, serta substansi yang memungkinkan ormas keagamaan dan

perguruan tinggi terlibat dalam pengelolaan tambang.

6 Ekuatorial.com,"Dampak revisi UU Minerba yang ugal-ugalan terhadap lingkungan
hidup di Indonesia," https://www.ekuatorial.com/2025/02/dampak-revisi-uu-minerba-yang-ugal-
ugalan-terhadap-lingk ungan-hidup-di-indonesia/, akses 2 juli 2025.

" Kementerian ESDM ,”UU Minerba Disahkan, Menteri ESDM Ingin Roh Pasal 33 UUD
45 Hidup," https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-minerba-disahkan-menteri-
esdm-ingin-roh-pasal-33-uud-45-hidup-kembali, akses 2 Juli 2025.



https://www.ekuatorial.com/2025/02/dampak-revisi-uu-minerba-yang-ugal-ugalan-terhadap-lingk%20ungan-hidup-di-indonesia/
https://www.ekuatorial.com/2025/02/dampak-revisi-uu-minerba-yang-ugal-ugalan-terhadap-lingk%20ungan-hidup-di-indonesia/
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-minerba-disahkan-menteri-esdm-ingin-roh-pasal-33-uud-45-hidup-kembali
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-minerba-disahkan-menteri-esdm-ingin-roh-pasal-33-uud-45-hidup-kembali

Proses pembentukan UU Minerba 2025 menuai sorotan tajam
karena dinilai tidak memenuhi prinsip legislasi yang baik. Koordinator
Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho,
mengkritik prosesnya sebagai "sangat kilat dan tidak transparan."® Rapat-
rapat penting dilaporkan digelar secara tertutup pada masa reses DPR,
melanggar UU MD3. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
yang sangat singkat dan pengesahan pada 18 Februari 2025
mengindikasikan dorongan politik yang sangat kuat.®

Perubahan Substansi dalam UU Minerba 2025 juga memicu
perdebatan sengit. Perluasan subjek penerima izin tambang kepada ormas
keagamaan yang diklaim untuk pemerataan menimbulkan pertanyaan serius
mengenai kapasitas manajerial, teknis, finansial, dan lingkungan entitas-
entitas baru ini.

WALHI  mengkritik perluasan ini sebagai “liberalisasi dan
privatisasi sumber daya alam" serta "pengabaian fungsi negara."*® Jurnal
hukum juga menyoroti inkonsistensi kebijakan ini dengan UU Ormas dan

kurangnya dasar hukum yang kuat bagi ormas mengelola sumber daya

8Tempo.co,"PWYP Kritik Proses Revisi uu Minerba,"
https://www.tempo.co/ekonomi/pwyp-kritik-proses-revisi-uu-minerba-1196581, akses 2 Juli 2025.

°Betahita,“Revisi Kilat UU Minerba, Masyarakat Sipil: DPR Makin Parah,"
https://betahita.id/news/detail/10865/revisi-kilat-uu-minerba-masyarakat-sipil-dpr-makin-parah,
akses 2 Juli 2025.

10 WALHI,"Revisi UU Minerba: Langkah Mundur Pengelolaan Sektor Pertambangan di
Indonesia," https://www.walhi.or.id/revisi-uu-minerba-langkah-mundur-pengelolaan-sektor-
pertambangan-di indonesia, akses 2 Juli 2025.



https://www.tempo.co/ekonomi/pwyp-kritik-proses-revisi-uu-minerba-1196581
https://betahita.id/news/detail/10865/revisi-kilat-uu-minerba-masyarakat-sipil-dpr-makin-parah
https://www.walhi.or.id/revisi-uu-minerba-langkah-mundur-pengelolaan-sektor-pertambangan-di
https://www.walhi.or.id/revisi-uu-minerba-langkah-mundur-pengelolaan-sektor-pertambangan-di

alam.!! Tawaran pendanaan bagi perguruan tinggi dari keuntungan
pengelolaan WIUP/WIUPK juga kontroversial. Pelibatan institusi
keagamaan dan pendidikan dalam bisnis pertambangan memunculkan
pertanyaaan besar mengenai independensi dan marwah lembaga tersebut
Meskipun pemerintah mengklaim menghargai independensi
kampus, kajian akademis mengkhawatirkan insentif ini berpotensi
membungkam sikap kritis perguruan tinggi, menciptakan konflik
kepentingan, dan mengarah pada komersialisasi pendidikan.'? Kritik paling
tajam datang dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menyebut
revisi UU Minerba ini sebagai "syahwat politik elit" dalam membancak
kekayaan alam secara berjamaah, sistematis, dan seolah-olah legal.™®
JATAM menyoroti bahwa proses revisi yang senyap dan cepat,
RUU disepakati oleh Baleg menjadi usulan inisiatif DPR dengan seluruh
fraksi DPR RI menyetujui tanpa pandangan berbeda, hal itu menunjukkan
adanya ‘"state-corporate crime" kejahatan yang dihasilkan dari
persekongkolan jahat antara negara dan korporasi.}* Konsensus yang

hampir bulat di DPR di tengah penolakan masyarakat sipil menunjukkan

11 Aprilia,“Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh

Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,”
Jurnal Fakultas Hukum Unsra: Lex Privatumt, Vol. 15 No. 4 (2025), him. 4.

2 Bem Rema Undiksha,"Revisi Uu Minerba: Perguruan Tinggi Akan Menjadi Lembaga

Korporasi," https://bemrema.undiksha.ac.id/sirema/kajian/revisi-uu-minerba-perguruan-tinggi-
akan-menjadi-lembaga-korporasi, akses 2 Juli 2025.

BJATAM,"Syahwat Politik di Balik Revisi uu Minerba,"

https://jatam.org/id/lengkap/Syahwat-Politik-UU-Minerba, akses 2 Juli 2025.

Ibid.


https://bemrema.undiksha.ac.id/sirema/kajian/revisi-uu-minerba-perguruan-tinggi-akan-menjadi-lembaga-korporasi
https://bemrema.undiksha.ac.id/sirema/kajian/revisi-uu-minerba-perguruan-tinggi-akan-menjadi-lembaga-korporasi
https://jatam.org/id/lengkap/Syahwat-Politik-UU-Minerba

diskoneksi antara prioritas legislatif dan aspirasi publik yang
mengindikasikan dominasi kepentingan politik dan ekonomi terorganisir.*®

Selain itu UU Minerba 2025 memperkuat sentralisasi kewenangan
perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat. Perubahan ini
dikhawatirkan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan
meningkatkan potensi kerusakan lingkungan. Pasal 162 UU Minerba yang
mengatur kriminalisasi warga yang merintangi aktivitas pertambangan juga
tetap dipertahankan, hal itu dikhawatirkan akan digunakan untuk
mengintimidasi masyarakat lokal yang sedang mempertahankan ruang
hidupnya.t®

Berdasarkan uraian kompleksitas di atas , terlihat jelas bahwa
kehadiran UU No. 2 Tahun 2025 bukan sekedar perubahan administratif
semata, melainkan sebuah fenomena hukum yang problematik dari
huluhingga hilir.

Oleh karena itu penelitian mendalam mengenai bagaimana
konfigurasi politik memengaruhi karakter produk hukum ini, bagaimana
implikasi hegemoni kekuasaan terhadap ekologi, serta bagaimana validitas
moralnya ditinjau dari hukum islammenjadi sangat penting untuk

menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul "Problematika UU

Humas FHUL“DPR-Pemerintah Tetap Sahkan RUU Minerba Meski Diprotes Banyak
Pihak,” https://law.ui.ac.id/dpr-pemerintah-tetap-sahkan-ruu-minerba-meski-diprotes-banyak-
pihak, akses 2 Juli 2025.

16 Vico nanda dkk., « Eskalasi Hukum dan Politik dalam Revisi Undang-Undang Mineral
dan Batu Bara,” Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development, Vol. 7
No. 3 (2025), him. 1505.


https://law.ui.ac.id/dpr-pemerintah-tetap-sahkan-ruu-minerba-meski-diprotes-banyak-pihak
https://law.ui.ac.id/dpr-pemerintah-tetap-sahkan-ruu-minerba-meski-diprotes-banyak-pihak

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.
Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara komprehensif interaksi
dinamis antara kekuasaan politik, kerangka hukum, dan kebijakan publik
dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang krusial ini. Hasil
penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan bagi

pengembangan ilmu hukum tata negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika konfigurasi politik dalam proses pembentukan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara?

2. Bagaimana implikasi potensi dampak sosio-ekologis dari kebijakan
pemberian prioritas izin usaha pertambangan kepada organisasi
kemasyarakatan dan mekanisme pendanaan untuk perguruan tinggi
dalam UU nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara?

3. Bagaimana problematika pembentukan dan perubahan substansi UU
Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

ditinjau dari perspektif Magashid Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



a. Untuk menganalisis konfigurasi politik dalam proses pembentukan
UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas UU
Minerba.

b. Untuk menganalisis implikasi kebijakan prioritas izin tambang bagi
ormas serta skema pendanaan perguruan tinggi sekaligus
memproyeksikan  potensi dampaknya terhadap kelestarian
lingkungan dan independensi masyarakat sipil melalui pendekatan
ekologi politik.

c. Untuk menganalisis problematika pembentukan dan perubahan
substansi UU Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara ditinjua dari perspektif Magashid Syariah

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis
Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata
negara, khususnya dalam memahami dinamika politik hukum
pembentukan peraturan perundang-undangan di sektor sumber daya
alam. Serta menambah literatur akademik yang mengkaji hubungan
antara regulasi pertambangan, keadilan sosial, dan keberlanjutan
lingkungan.

b. Kegunaan praktis
Menjadi bahan evaluasi bagi para pembentuk kebijakan dalam
merumuskan regulasi pertambangan yang adil, transparan, dan

berpihak pada kepentingan rakyat. Serta memberikan masukan bagi



organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha mengenai

potensi dampak dan implikasi dari implementasi UU Minerba 2025

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka pertama, Skripsi karya Tegar Prahadi ( Universitas Bangka
Belitung, 2022) dengan judul "Implikasi Revisi UU Minerba terhadap
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah'.'’
Fokus utama penelitian ini adalah pada dampak revisi UU Minerba terhadap
sistem otonomi daerah yang selama ini menjamin kewenangan daerah
dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
revisi tersebut cenderung mengabaikan prinsip desentralisasi dan
memperkuat sentralisasi kekuasaan, yang berimplikasi terhadap
menurunnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kepentingan lokal dan

keberlanjutan lingkungan.

Kedua , Tesis karya Muhammad Alwi Abidin ( Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga 2024) dengan judul **Politik Hukum Pengalihan
Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam Perspektif Siyasah
Dusturiyyah'.*® Penelitian ini membahas perubahan kewenangan
perizinan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang

diatur dalam revisi UU Minerba. Abidin menggunakan pendekatan siyasah

17 Prahadi Tegar, "Implikasi Revisi UU Minerba terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah
dalam Konteks Otonomi Daerah," skripsi Universitas Bangka Belitung (2022).

BAlwi  Muhammad Abidin, "Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan
Pertambangan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga ( 2024).
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dusturiyyah untuk menyoroti pentingnya distribusi kekuasaan yang adil,
partisipatif, dan berbasis prinsip maslahat umum dalam pengelolaan sumber

daya alam sebagai amanat konstitusi dan nilai Islam.

Ketiga, Artikel Ilmiah karya Nur Fadilah Al Idrus dalam Jurnal
Penegakan Hukum dan Keadilan dengan judul **Dampak Politik Hukum
dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang
Minerba'.'® Artikel ini mengkaji respons masyarakat terhadap perubahan
UU Minerba serta konsekuensi politik hukumnya. Penelitian ini menyoroti
bahwa kebijakan hukum yang sentralistis cenderung menimbulkan
resistensi masyarakat, terutama kelompok adat dan masyarakat lokal yang
terdampak langsung oleh eksploitasi tambang. Respon tersebut
mencerminkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan

pengabaian partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Adapun penelitian skripsi yang akan ditulis ini lebih berfokus untuk
menganalisis Problematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh
mana produk hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai konstitusional,
prinsip keadilan, dan semangat keberlanjutan dalam pengelolaan sumber

daya mineral dan batubara.

Fadilah  Nur Al Idrus, "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas
Pembaharuan Undang-Undang Minerba,” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No. 2
(September 2022), him. 114.
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Selain itu penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai potensi
dampak yang akan muncul akibat perubahan regulasi tersebut, serta
memberikan rekomendasi agar hukum pertambangan nasional lebih
responsif terhadap tuntutan zaman dan bukan hanya mampu mewujudkan
kepentingan segelintir kelompok tertentu tapi harus mewujudkan

kepentingan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Politik Hukum
Teori politik hukum berfungsi sebagai kerangka utama dalam
menganalisis dinamika lahirnya UU Minerba 2025. Menurut Mahfud
MD politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah,
bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk atau diberlakukan.?’ Dalam
konteks ini politik hukum tidak hanya mencakup aspek prosedural
dalam pembentukan hukum, tetapi juga mencerminkan kepentingan
ideologis, ekonomi, dan institusional dari berbagai pemangku

kepentingan.

UU Minerba 2025 merupakan produk hukum yang tidak terlepas
dari pengaruh kekuatan politik dan ekonomi yang besar.?! Misalnya,

kelompok usaha pertambangan dan organisasi masyarakat (ormas)

2Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia , Cet. Ke-2 ( Jakarta: PT Pustaka LP3ES
Indonesia, 2001), him. 9.

21 Betahita,“UU Minerba Baru: Untuk Menundukkan Kampus, Merangkul Ormas Agama
;" https://betahita.id/news/detail/10928/uu-minerba-baru-untuk-menundukkan-kampus-merangkul-
ormas-agama.html?v=1740097446, akses 3 Juli 2025.



https://betahita.id/news/detail/10928/uu-minerba-baru-untuk-menundukkan-kampus-merangkul-ormas-agama.html?v=1740097446
https://betahita.id/news/detail/10928/uu-minerba-baru-untuk-menundukkan-kampus-merangkul-ormas-agama.html?v=1740097446
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keagamaan memiliki peran signifikan dalam proses legislasi, di mana
mereka diberikan ruang untuk berpartisipasi melalui pemberian prioritas
izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran
orientasi hukum yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan
dan keberlanjutan, menjadi instrumen legalisasi kepentingan kelompok

tertentu.

Dalam analisis ini penting untuk memahami bagaimana
kekuatan politik beroperasi dalam konteks hukum. Proses legislasi
sering kali dipengaruhi oleh lobi-lobi dari berbagai pihak termasuk
korporasi besar yang memiliki kepentingan langsung dalam sektor
pertambangan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana interaksi
antara DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya
membentuk isi dan arah UU Minerba 2025.2% Selain itu, peneliti juga
akan menilai sejauh mana partisipasi publik diakomodasi dalam proses
legislasi, serta dampak dari minimnya partisipasi tersebut terhadap

legitimasi hukum yang dihasilkan.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah
hukum telah dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan negara
(rechtsidee) atau sekadar sebagai instrumen kekuasaan (law as a tool of

power).?®* Dalam praktiknya revisi UU Minerba 2025 banyak dikritik

22 1bid.

23 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju satu sittem Hukum Nasional (Bandung
: Alumni, 1991), him. 1.



13

karena dianggap sarat dengan konflik kepentingan, sentralisasi

kewenangan, dan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, serta
dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian,
teori politik hukum memberikan landasan yang kuat untuk memahami
dinamika kekuasaan yang terlibat dalam pembentukan UU Minerba

2025 dan implikasinya bagi keadilan sosial.
2. Teori Ekologi Politik

Teori ekologi politik melengkapi teori sebelumnya dengan fokus pada
relasi kuasa, ruang, dan sumber daya. Menurut Arif Satria Ekologi
politik berangkat dari asumsi bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya
disebabkan oleh faktor teknis atau ketidaktahuan, tetapi juga merupakan
hasil dari relasi kekuasaan yang timpang antara aktor negara, korporasi,

dan masyarakat lokal.?*

Dalam konteks UU Minerba revisi pasal-pasal tertentu
memberikan  keistimewaan kepada kelompok tertentu dalam
penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Hal ini menciptakan potensi

perampasan ruang hidup masyarakat adat, deforestasi, polusi air dan

24 Satria Arif, Ekologi Politik Nelayan, ( Yogyakarta :LKiS, 2009), him. 1-2.
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udara, serta meningkatnya konflik horizontal akibat tumpang tindih izin

pertambangan.

Teori ekologi politik membantu menjelaskan mengapa dan
bagaimana kerusakan ekologis menjadi konsekuensi dari hukum yang
dibentuk secara tidak adil.?®> Dalam penelitian ini, peneliti akan
menganalisis bagaimana kebijakan hukum yang dihasilkan dari UU
Minerba 2025 dapat mempengaruhi kondisi ekologis dan sosial di
lapangan. Peneliti akan menggali lebih dalam mengenai dampak dari
kebijakan pertambangan terhadap masyarakat lokal, termasuk dampak

sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan.

Dengan menggunakan teori ini peneliti dapat menggali lebih
dalam bagaimana kebijakan hukum bukan hanya soal legalitas, tetapi
juga memiliki dampak ekologis dan sosial yang nyata.?® Hal ini penting
agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan

berkelanjutan dalam praktiknya.

Penelitian ini akan berusaha untuk mengidentifikasi dan
menganalisis relasi kuasa yang ada dalam konteks UU Minerba 2025,
serta bagaimana relasi tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan

dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.?’ Dengan

% 1bid, him. 2-3.
% 1bid, him. 4-5.

27 Wasisto Rahardjo Jati,"Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma
Ekologi Politik,” Politika: Jurnal llmu Politik vol. 3, No. 2 (2012), him. 98-111.
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demikian teori ekologi politik memberikan perspektif yang Kkritis
terhadap bagaimana kebijakan pertambangan dapat berkontribusi pada
kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial, serta pentingnya
mempertimbangkan suara masyarakat lokal dalam proses pengambilan

keputusan.
3. Teori Magashid Syariah

Teori magqasid al-syari‘ah berfungsi sebagai fondasi etika dan moral
dari perspektif Islam dalam menilai substansi UU Minerba. Jasser Auda
memperbaharui teori maqasid klasik dengan pendekatan sistemik, di
mana maqasid tidak hanya berfokus pada lima pokok (%ifz al-din, al-
nafs, al- ‘aql, al-mal, dan al-nasl), tetapi juga diarahkan pada realisasi

kemaslahatan publik yang dinamis, inklusif, dan kontekstual.?®

Dalam konteks UU Minerba magasid versi Auda
mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan dan keadilan sosial,
partisipasi masyarakat dalam keputusan publik, kebebasan, pemihakan
pada kelompok lemah, serta perlindungan terhadap lingkungan dan hak
generasi masa depan.?® Oleh karena itu, UU Minerba seharusnya
mencerminkan semangat magqasid sebagai tujuan hukum Islam.

Misalnya jika suatu kebijakan pertambangan mengakibatkan kerusakan

2Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,
(London: International Institute of Islamic Thought, 2008), him. 3-5.

2 Amalia Yulis, “Konsep Maqashid al-Shariah dalam Konteks Modern,” Jurnal Syariah
dan Hukum, Vol. 7, No. 2( 2017), him. 175-180.
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lingkungan, mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah ulayat, atau
hanya menguntungkan elite tertentu, maka UU tersebut bertentangan

dengan magasid syariah.

Magasid juga menekankan pentingnya interkoneksi antar sistem.
Kebijakan pertambangan tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus
mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem sosial-ekonomi,
budaya, politik, dan lingkungan secara keseluruhan. Dalam hal ini,
penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana UU Minerba 2025
mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta lingkungan. Peneliti
akan menganalisis apakah kebijakan yang diambil dalam UU Minerba
2025 mencerminkan  nilai-nilai  magasid serta  bagaimana
implementasinya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat

dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih jauh teori magasid al-syart‘ah juga mengajak kita untuk
mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang
diambil. Dalam konteks UU Minerba, penting untuk mengevaluasi tidak
hanya manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dampak sosial dan
lingkungan yang mungkin timbul.* Dengan demikian, penelitian ini

akan berusaha untuk memberikan rekomendasi yang tidak hanya

%luthfi Ahmad Rijalul Fikri, “Kajian Maqashid Syari’ah dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia,” Al-Qanin: Jurnal
Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 26, No. 2, (Desember 2023), him. 203.
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berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada

keberlanjutan dan keadilan bagi generasi mendatang.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori ini, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
dinamika lahirnya UU Minerba 2025. Melalui analisis yang mendalam,
diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi
pembentukan hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat,
lingkungan, dan sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan

pertambangan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, kerangka teoritik ini tidak hanya berfungsi
sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai panduan untuk memahami
kompleksitas interaksi antara hukum, politik, dan lingkungan dalam
konteks pertambangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang konstruktif bagi
pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam upaya
menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan

masyarakat dan lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian ini yuridis normatif yang secara fundamental berfokus
pada studi hukum sebagai norma atau kaidah.3! Hal ini melibatkan
analisis terhadap kebijakan dasar yang menentukan arah,bentuk, dan isi
hukum.3? Yang akan lebih dalam menganalisis undang- undang nomor
2 tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagai objek
utama penelitian, serta peraturan perundang- undangan terkait lainnya,
serta akan fokus menelaah substansi pasal-pasal, asas- asas hukum, dan
doktrin- dokrtin yang relevan dalam konteks politik hukum.
2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif-analitis yang merupakan
penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian
mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis isu-isu terkait
politik hukum lahirnya undang-undang nomor 2 tahun 2025 tentang
pertambangan mineral dan batubara yang diteliti secara mendalam dan
menyeluruh.®  Penelitian  deskriptif-analitis ~ bertujuan  untuk
memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum
positif dengan mengaitkannya pada teori hukum serta pelaksanaan
hukum positif dalam praktik di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

31 Ariawan I Gusti Ketut, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” Kertha Widya Jurnal
Hukum Vol. 1 No. 1 (Desember 2013), him. 21.

%2 1bid.

33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press,
2020), him. 105.
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Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan tiga pendekatan
utama yaitu Pendekatan Perundang- Undangan(Statue Approach) yang
menelaah substansi pasal- pasal baru atau yang diubah dalam UU
Minerba 2025, Pendekatan Konseptual(Conseptual Approach) yang
menganalisis konsep- konsep kunci seperti memahami kerangka teoritis
di balik pembentukan hukum dan bagaimana hukum menjadi produk
dari proses politik , Pendekatan Historis(Historical Approach)® untuk
memahami “politik hukum lahirnya” suatu undang- undang, penting
untuk menelusuri sejarah dan evolusi regulasi sebelumnya karena hal itu
memberikan konteks mengapa perubahan tertentu dianggap perlu atau
mengapa kontroversi muncul.
4. Sumber Data

a. Data Primer

1. UUD 1945

2. UU Nomor 4 Tahun 2009, UU Nomor 3 Tahun 2020, UU Nomor

2 tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

3. Peraturan Perundang- undangan terkait

4. Putusan- putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan
b. Data Sekunder

1. Jurnal ilmiah

2. Buku- buku hukum

3. Artikel akademis

3 peter Mahmud Marzuk, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Prenada Media, 2005),him. 93-95.
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4. Hasil penelitian hukum terkait

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang
komprehensif dan dokumentasi sistematis.®® Peneliti mengumpulkan
berbagai dokumen seperti buku, jurnal, artikel dan sumber hukum
sekunder lainnya yang berisi informasi serta berhubungan dengan
politik hukum lahirnya undang- undang nomor 2 tahun 2025 tentang

pertambangan mineral dan batubara.

6. Teknik Analisis Data
Penulis mengunakan teknik Analisis Kualitatif Deskriptif dalam
penelitian ini.*® Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan
menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan
putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Data yang
dianalisis berupa bahan hukum primer (seperti undang-undang dan
peraturan) dan bahan hukum sekunder (seperti jurnal hukum dan

literatur terkait).

G. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini akan secara sistematis menguraikan pembahasan terkait

problematika undang- undang nomor 2 tahun 2025 tentang pertambangan

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1 ( Mataram:Mataram University
Press,2020), him. 45-46.

% 1bid, him. 129.
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mineral dan batubara. BAB | Pendahuluan yang akan memaparkan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta
memberikan telaah pustaka yang relevan dan kerangka teoritik yang
digunakan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini dan juga metode
penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara

rinci pada bab ini.

BAB Il kajian teori yang akan fokus membahas teori- teori yang
digunakan dalam penelitian ini. Ada tiga teori yang akan dibahas secara
mendalam pada bab ini yaitu, teori politik hukum, teori ekologi politik dan

teori maqashid syariah.

BAB Il yaitu gambaran umum dan proses pembentukan UU
Minerba Tahun 2025. Bab ini aka menguraikan secara deskriptif mengenai
sejarah perkembangan regulasi pertambangan di Indonesia serta proses
legislasi pembentukan uu nomor 2 tahun 2025, mulai dari tahap
perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan. Selain itu, bab ini juga akan
memaparkan poin-poin Krusial perubahan materi muatan dalam undang-
undang tersebut serta memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam proses

pembentukannya sebagai data utama penelitian.

BAB IV merupakan inti penelitian yang berisi Analisis
Problematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Bab ini akan membedah data dan

fakta hukum yang telah dipaparkan pada Bab Il menggunakan tiga pisau
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analisis utama dari kerangka teoritik. Pertama, analisis Politik Hukum untuk
mengungkap konfigurasi politik otoriter dan karakter produk hukum yang
ortodoks/konservatif. Kedua, analisis Ekologi Politik untuk menyingkap
hegemoni aktor, dominasi wacana, serta potensi degradasi lingkungan dan
marginalisasi masyarakat. Ketiga, analisis Magashid Syariah untuk menguji
validitas moral undang-undang berdasarkan prinsip keadilan (al- ‘adalah),
kemaslahatan umum (maslahah ammah), dan pendekatan sistem hukum

Islam (systems approach)

BAB V yaitu Penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh
pembahasan, merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah
ditetapkan. Kesimpulan memuat temuan kunci mengenai arah politik
hukum dalam UU Minerba 2025 dan implikasinya terhadap keadilan sosial
dan keberlanjutan. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi
normatif maupun praktis untuk pembuat kebijakan dan pemangku
kepentingan, agar kebijakan pertambangan nasional di masa mendatang
dapat lebih responsif terhadap kepentingan rakyat, menjaga kelestarian

lingkungan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

2.

Politik Hukum Latar Belakang Pembentukan UU No. 2 Tahun 2025

Politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
mencerminkan  bekerjanya konfigurasi  politik otoriter yang
menghasilkan produk hukum berkarakter konservatif/ortodoks.
Dominasi eksekutif dan koalisi gemuk di parlemen menyebabkan proses
legislasi berjalan sangat kilat (fast-track legislation), tertutup, dan

meminggirkan partisipasi publik yang bermakna.

Hukum tidak dibentuk sebagai kristalisasi kehendak rakyat,
melainkan sebagai instrumen politik elit untuk mengamankan agenda
ekonomi hilirisasi dan konsolidasi kekuasaan. Hal ini terbukti dari
sentralisasi kewenangan yang absolut dan dipertahankannya pasal
represif (Pasal 162) untuk meredam resistensi masyarakat yang
menegaskan posisi hukum semata-mata sebagai alat kekuasaan (law as

a tool of political power).

Implikasi Potensi Dampak Sosio-Ekologis

112
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Kebijakan pemberian prioritas izin usaha pertambangan kepada
organisasi kemasyarakatan dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi
memiliki implikasi yuridis dan dampak sosio-ekologis yang serius:
Dalam perspektif Ekologi Politik Kebijakan ini memperdalam
marginalisasi masyarakat lokal dan memperluas degradasi lingkungan.
Perubahan mekanisme lelang menjadi prioritas merupakan bentuk
hegemoni aktor negara untuk mendistribusikan sumber daya alam
sebagai rente politik (political rent) kepada kelompok strategis (ormas).
Hal ini berpotensi memicu konflik horizontal antar-elemen masyarakat
dan melemahkan kontrol sosial terhadap kerusakan ekologis.
Disorientasi Tujuan Hukum Dan Cacat Moral Dalam Perspektif

Magashid Syariah

Kebijakan ini dinilai cacat moral karena gagal memenubhi prinsip
kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah). Sistem hukum yang
tertutup (closed system) dan bias kepentingan elit mencederai nilai
Keadilan (Al-‘Adalah). Secara spesifik, pelibatan ormas keagamaan dan
perguruan tinggi dalam bisnis ekstraktif mengancam integritas moral
agama (Hifz al-Din) dan independensi intelektual (Hifz al-Agl), yang
pada akhirnya membawa kerusakan (mafsadah) sistemik bagi tatanan

sosial bangsa.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan rekomendasi

sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI (Legislative Review)

Disarankan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atau
revisi terbatas terhadap UU No. 2 Tahun 2025. Poin utama yang harus
diperbaiki adalah mengembalikan mekanisme lelang yang transparan
untuk mencegah praktik korupsi, mencabut Pasal 162 untuk menjamin
perlindungan HAM warga negara, serta mendesentralisasikan kembali
sebagian kewenangan pengawasan ke pemerintah daerah agar lebih

responsif terhadap dampak lingkungan di tingkat daerah.

2. Kepada Mahkamah Konstitusi (Judicial Review)

Apabila upaya legislatif buntu, Mahkamah Konstitusi
diharapkan dapat mengoreksi konstitusionalitas pasal-pasal yang
memberikan prioritas izin tanpa kompetensi teknis (Pasal 51 dan 60)
serta pasal sentralistik yang bertentangan dengan semangat otonomi
daerah, dengan mengacu pada prinsip partisipasi bermakna dan Pasal 33

UUD 1945.

3. Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi

Disarankan agar Ormas Keagamaan dan Perguruan Tinggi
menolak atau menahan diri dari keterlibatan langsung dalam operasional

pertambangan. Menjaga marwah sebagai kekuatan moral dan benteng
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intelektual bangsa jauh lebih maslahat daripada keuntungan ekonomi
jangka pendek yang berisiko merusak kepercayaan publik dan

melahirkan konflik kepentingan.
Kepada Masyarakat Sipil dan Akademisi

Perlu memperkuat konsolidasi gerakan sosial untuk mengawasi
implementasi UU ini secara ketat. Pengawasan difokuskan pada potensi
kerusakan lingkungan akibat tambang "jalur prioritas" serta advokasi
hukum bagi warga yang terdampak kriminalisasi, guna memastikan

bahwa kedaulatan rakyat dan kelestarian alam tetap terjaga.
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